WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG

NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

WALI KOTA SINGKAWANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Ayat (3)
dan Pasal 8 Peraturan Pemerintahan Nomor 69 Tahun
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
perlu mengatur tentang Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali
Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah Kota Singkawang.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor
n);

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang
Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2017
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang
Nomor 57);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun
2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Singkawang Nomor 27);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi

Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun
2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Singkawang Nomor 33);
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi

Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Singkawang



Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Singkawang Nomor 34);

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor
51); dan

18. Peraturan Wali Kota Nomor 14 Tahun 2020 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Apatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah
Kota Singkawang Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 31 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN
PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal |

Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 29) diubah

sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

(1) Besarnya pembayaran insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan
realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah Tahun Anggaran

berkenaan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Wali Kota dengan besaran paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan

tunjangan yang melekat;
b. Wakil Wali Kota dengan besaran paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok

dan tunjangan yang melekat; dan



)

©)

4)

c. Pejabat dan pegawai pada Badan/Dinas/Bidang/Unit pelaksana
pemungut pajak daerah dan retribusi daerah dengan besaran paling

tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.

Besarnya pembayaran insentif pemungutan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, ditetapkan paling tinggi 5% (lima persen)
dari besarnya insentif pemungutan pajak yang ditetapkan berdasarkan

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Apabila dalam realisasi pemberiaan insentif pemungutan pajak daerah
dan retribusi daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai

penerimaan daerah.

Penerima pembayaran insentif dan besaran pembayaran insentif atas
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal Il

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang

pada tanggal 9 April 2020

WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd

TIJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 9 April 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG
ttd
SUMASTRO
BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2020 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ERIANTI SUPRIHATININGSIH, SH
NIP. 19630205 199603 2 002



